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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh Belanja Daerah terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kupang dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Kota Kupang. Meningkatnya total belanja daerah menyebabkan jumlah uang 

yang beredar dalam masyarakat semakin meningkat, dengan jumlah uang yang 

semakin banyak dalam masyarakat maka diharapkan tingkat perekonomian 

masyarakat akan semakin meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan 

tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat kota kupang.   

6.2. Saran  

1. Pemerintah harus makin mengambil kebijakan yang bersifat pro rakyat 

meskipun terdapat kendala adanya keterbatasan pemerintah dalam hal 

penyediaan dana pembangunan. Sehingga upaya efisiensi harus selalu 

dilakukan, agar pengaruh yang mampu diberikan makin besar dan dapat 

menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kegiatan ekonomimnya. 

2. Lebih memusatkan pada kesejahteraan masyarakat dengan cara menggali atau 

mencari alternatif potensi-potensi PAD masyarakat yang lain. 
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